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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN T999 NOMOR 12
'

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMORT: I TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI

Menirnbang bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun
1986 tentang Parkir Kendaraan yang telah diubah
untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahurr
1 993 perlu disesuaikan;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaran se-
bagaimana dimaksud huruf a. perlu nrengatur
kembali Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang
ditetapkan daiam Peraturan Daerah



Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1991
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3209):

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentangi
Jalan (Lembaran Negara R.epublik lndonesia Tahun \/
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1gg2 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan
Pelaksanaannya;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1gg7 Nomor41, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36g5);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 199g tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah.Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi.paerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3692 ), \.*- .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit Di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan
Retribusi Daerah,

5.

6

7.
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal I
September 1993 Nomor ; Km. 66 Tahun 1993

tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll
Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati ;
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21|KEPl1999 tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERA.II KABUPATEN PATI TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan



a. Daerah adalah Kabupaten pati;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten
Pati:

c. Bupati adalbh Bupati pati,

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Daerah yang berlaku;

e. Badan adalah suatu Bentuk Usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan Bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta
bentuk Badan Usaha lainnya;

f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang
diserahkan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau
kereta tempelan yang dirangkaikan dengan
kendaraan bermotor;

g Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan bermotor yang bersifat sementara;

h Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi
jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh
Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;

i. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang
disediakan atau diberikan pemeri:ntah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

1. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang
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selaniutnya dapat disebut retribusi adalah
pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi
jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;

Parkir biasa adalah parkir yang pembayaran
retribusinya dipungut secara langsung setiap kali
parkir;

Parkir berlangganan adalah parkir yang
pembayaran retribusinya secara sukarela
dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun bersamaan waktu pengurusan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Bersama
SAMSAT Pati tanpa mempengaruhi dan tidak
terkait dengan proses pengurusan STNK yang
bersangkutan,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong
retribusi;

Surat Pendaftarbn Obyek Retribusi Daerah yang

selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang
terhutang menurut peraturan perundang-undangan

retribusi daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk

m.

n.
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mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan

- retribusi daerah;
q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
dapat disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangka-
nya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir di tepijalan umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan
penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Jalan urnum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tempat parkir di tepijalan umum.

(1)

{2)

#
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BAB III ]

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan
sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Ti'ngkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
frekuensi penggunaan tempat parkir.

BABV :

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasiran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarip retribusi didasarkan atas tujuan
untuk mengendalikan dan penggunaan jasa
pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas
jalan dengan tetap memperhatikan biaya
penyelenggaraan pelayanan, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan

rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan,
administrasi dan biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan. pengendalian.



(1)

Pasal 8

Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan (sesuai

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah)

Besarnya tarip parkir di tepi jalan umum ditetapkan

sebagai berikut .

a. Untuk setiaP kali Parkir biasa :

- Sepeda Motor dan sejenisnya Rp' 200'-

- Sedan, Pick UP, Mobil Pribadi dan

seienisnYa RP. 400,-

- Bus, Micro Bus, Truck dan sejenisnya

Rp. 500,-

- Truck Gandeng, Alat Berat dan sejenisnya

Rp. 1.000,-

b. Untuk parkir berlangganan selama 1 (satu)

tahun :

- Sepeda Motor dan sejenisnya Rp 5'000,-

- Sedan, Pick UP, Mobil Pribadi dan

sejenisnYa RP 10.000'-

- Bus, Micro Bus, Truck dan sejenisnya

Rp.15.000,-

- Truck gandeng, Alat Berat dan sejenisnya

Rp 25.000,-

c. Untuk parltir atau lewat jalan terlarang :

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan

' m"nyebutkan nomor polisi Rp'18'000'-
(Delapan belas ribu rupiah) setiap 6 (enam)

bulan.

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan

tidak menyebutkan nomor polisi Rp 75.000'-

(Tuiuh puluh lima ribu rupiah) setiap 6

(enam) bulan-

(2)
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BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI ATAU SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi atau saataat retribusi terutang adalah pada

saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tbta pengisian dan penyampaian
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal {2
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan



menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Bentuk" isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

. :. Pasal 13 :

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen l4in yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi

sekaligus dimuka.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayar-

an retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan

dan pembebasan retribusi.
(2', Pengurangan, keringanan dan pembebasan

sebagaimana dimaksud pada . ayat (1) diberikan

10



dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi ditetapkan oleh Bupati.

'-''

KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib Retribusi, yang tidak melaksanakan kewajiban-
. nya sehingga meru$akan keuangan Daerah diancam

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasat ini
adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipit tertentu di lingkungan
Pemer.intah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1gB1 tentang
Hukum Acara Pidana.

\A/ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,

(1)

(21
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi Daerah; .*
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan

dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyita-

an terhadap bahan buktitersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat P?da saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j Menghentikanpenyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

12
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dipertan ggungjawabkan.

(3) Penyidik .sebagaimans dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidik dan me-
nyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undangundang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya ieraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nombr 2 Tahun

1986 tentang Parkir Kendaraan jo Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 1 Tahun 1993

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pati Nomor 2 Tahun 1986 tentang Parkir
Kendaraan dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah

ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal
diundangkan.

13
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t.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR:8 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PENJELASAN UMUM

DalamrangkalebihmemantapkanotonomiDaerahyang
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari

Pendapatan asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi

Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung

jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan

pembangunan,kegiatanpenyediaanjasapelayananoleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat

menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan demikian pelayanan retribusi daerah atas penyediaan jasa

Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan peng-

golongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat ll Pati yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang

merupakan retribusi jasa usaha.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan

jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib Retribusi dapat

dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Pemerintah yang melandasi pungutan retribusi parki di

tepijalan umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997



tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-
undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1s/d Pasal :12:Cukup jelas.

Pasal 13 : Ayat (1)

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah
bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi
tidak dapat diserahkan kepadb pihak ketiga, namun
dalAm pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah
Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan
retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja
sama badan-badan tertentu yang karena keprofesian-
nya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan
sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih
efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi yang terutang,
pengawasan serta penyetoran retribusi.

: cukup jelas

: cukup jelas

. cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

NOMOR 21lKEP/1999
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM MENJADI PERATURAN DAERAH

Membaca

DEWAN PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Pati tanggal 16

April 1999 Nomor 88312450 perihal Pengiriman 16
Materi Raperda tentang Retribusi Daerah Tingkat ll.

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dibahas secara
mendalam di DPRD Kabupaten Pati tanggal 26 s/d
29 Nopember 1999 dipandang telah layak untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ,

B bahwa untuk penetapan Rancangan Peraturan

Menimbang



Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut diatas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam
Lingkungan PropinsiJawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 19g9 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

3 Undang-undang Nomor 22 Tahun '1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1g97 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1gg7
tentang Retribusi Daerah ;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati Nomor 17O111/1999 tentang
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati.

Memperhatikan : 1 
i:?1'Jfl':iHr"a?"ffT:1"""1":::'l?::?"i;
terhadap meteri Raperda ;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten pati tanggal 22
Nopember 1999 tentang Penyampaian Pandangan
Umum Anggota ,

3. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten
, Patitanggal26 dan tanggal2g Nopember 1999.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI

TEPI JALAN UMUM MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Patitentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum frenjadi
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
tersebut pasal 1 Keputusan ini dengan Perubahan-
perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal A7 Desember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

Ketua
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